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GRATIFIKASI
AKAR DARI KORUPSI
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JPemberian dalam arti luasDZ

APA ITU GRATIFIKASI ?

Definisi Dan BentulGratifikasi
MenurutPenjelasaiasal 12 BJU 20Tahun2001
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Ethical if under
right circumstances

Unethical
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A Pemberiapangvajar, | A Pemberiadalanarti ABerhubungatengan

A Karendubungan luasdan jabatapdan A Meeting of mind
baik tidakerkait
samasekaltengan A Penerimadalah ABerlawanagtengan A Transaksional
jabatan PNPnN kewajibantugasnya
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Gratifikasi llegal

Menimbang

Mengingat

Menetagkan
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LINDAMG-UMDANG REPUBLIE INDONESIA
HOMOR 20 TAHUN 20010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1228
TEWTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORLUPE!

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUELIK INDONESLA

a. bahwa lindak pidana konupsi yang selsm ini leradi secars meluas, lidsk harya merngikan
KEUAnGgEn Regar, Latapi jugs belah merupaken pelanasarsn eradan hai-Rak sosial dan skomomi
masyaraksl seesea luas, sehinggs lindak pidans korupsi perdy digolonghan sebesi kejahatan
yang perberantasannya harus diakukan secara har bissa;

b. batwa unluk lebih menjamin kepasiiss hukum, menghindar keragamen penalsiran hukum dan
memberikan perfitungan letedsy hak-hak sosisl dan skonomi mesyerakal, sea perakuan
seeirn &l dalsm memberantas lindak pidiea konopsi, pery disdaksn penibahan alas Undirg-
undary Nomar 31 Tahun 1988 lentang Pembersntssen Tindsk Pidana Kenspsi;

c. Bahwa i s daitarm Furul 8 dan hund b, periy
mefmbeniuk Undang-undsng lentang Penibahan Ates Undang-undang Momor 31 Tahun 1989
\eritanyy Pemberantisan Tindk Pidana Kops;

. Pasal 5 syal (1) dan Pasal 20 syal [2) dan syl (4) Undang-Undang Dasar 1845

. Undsng-urdang Nomar 8 Tahun 1881 lentang Hukum Acera Pidana (Lembaran Negara Republk

Indoresia Tabir 1081, Nomer 76, Tambaban Lembaran Megara Nomar 3200,

Undsrg-urdang Momor 28 Tahur 1999 tenlang Peryslengpara Negara yang Bebes dar Korupsi,

Koolusi, dan Nepolisse (Lembaran Negara Republk Indonesia Talbwr 1989 Nomar 75, Tambahan
L gfietenn Mesten Nesor 385

. Undang-undang Ne.31 Tahun 1958 lentang Pemberaniasan Tindsk Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indoresia Tahuy 1999 Namer 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38741

s

Dergan perselujian bemsans
DEWAN PERWARILAN RAKYAT REPLELIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REFUBLE INDONESIA

MEMUTUSHAN
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UMDANG-UNDANG NOMOR: 31 TAHUM 1099
TENTANG FEMBERANTASAN TINDAK FIDANA KORUPSI.

Pasal |
Beberapa kelerfan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Homee 31 Tahun 1989 wnlang
Pemberantasan Tindsk Pidans Korpsi dubah sebagsi beril :

Pasal 12B ayat (1), UU No.31 Tahun 1999 j.o UU No0.20 Tahun 2001

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap suap, apabila
berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara
negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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Pegawai Negeri |
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Penyelenggara Negara (Pasal 12 C)
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UNSUR PASAL 12 B
. AYAT (1) UU 20/2001

Menerima Gratifikasi J dan
J
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Berhubungan dengan Jabatan

Berlawanan dengan Kewajiban
\ atau Tugasnya //
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Pegawai Negeri PENYELENGGARA
(UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001) NEGARA

- N

“Penyelenggara Negara adalah pejabat
negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan
pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 1 angka (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
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U No. 20 Tahun
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PASAL 122 3B awet (@) U Neo 26 Uelnm 2

Pembuktianbahwagratifikasi tersebut
bukan merupakansuapdilakukan oleh

Penuntut Umum

Pembuktianbahwagratifikasi tersebut
bukan merupakansuapdilakukan oleh

PenerimaGratifikasi

> Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah)
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Perbedaan
0 Pemerasan
0 Suap

o Gratifikasi

Masyarakat
/Pengusaha

Penyuapan
“Transaksional”

Pegawai Negeri
/Penyelenggara Negara

——

Masyarakat
/Pengusaha /I\;zi);agzgi‘;
Pemerasan Gratifikasi
“Aktlf” “paSif"




o Terindikasi gratifikasi dianggap suap

o Gratifikasi diterima langsung

SIKAP TERHADAP
------------------------ " GRATIFIKASI YANG
DIANGGAP SUAP

o Diterima secara tidak langsung

o Dalam keadaan sulit menolak

o Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut
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Karakteristik Umum
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

Tidak bertentangan

dengan peraturan
perundang-undangan yang

berlaku

Berlaku Umum

(Jenis, persyaratan, nilai sama
dan memenuhi prinsip

kewajaran/kepatuhan)

Dalam ranah adat istiadat,
kebiasaaan dan norma yang

Dipandang sebagai wujud
ekspresi, keramah-tamahan
hidup di masyarakat
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Komisi Pemberantasan Korupsi

GRATIFIKASI YANG
TIDAK WAJIBDILAPORKAN

berdasarkan

oPeraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pelaporan Gratifikasi
tanggal5 November

N

KONISI PENBERANTASAN KORUPS!
REPUBLIX INDONESIA

PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PELAPORAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMIS| PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa Pasal | 2C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups: dan
Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, mengatur kewenangan menerima dan
kewajiban menetapkan laporan gratifikasi pegawai negeri
atau penyelenggara negara;

¢.  bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan
Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang

{




KPK . CRATIFIKAST YANG

TIDAK WAJIB®

XDILAPORKANX

Karena hubungan
keluarga, sepanjang
tidak memiliki konflik
kepentingan.

«0 &
03‘ /\*’ o\
Keuntungan /bunga dari
penempatan dana, investasi,
atau kepemilikan saham
pribadi yang berlaku umum,;
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KPK GCRATIFIKAST YANG

Komisi Pemberantasan Korupsi

TIDAK WAJIB®

XDILAPORKANX

et

Seminar kit yang
berbentuk seperangkat
modul & alat tulis serta
sertifikat yang diperoleh

Manfaat bagi seluruh
peserta koperasi atau
organisasi pegawai

Ik()i;?'\a;sg;zgn yang o —— dari kegiatan resm
T T e kedmasaqseper’u rapat,
b seminar, workshop,

i oo konferensi, pelatihan, atau

L — T mL__,_mmﬁﬁm{mf“""* kegiatan lain sejenis yang
i o e TR i berlaku umum.




CRATIFIKAST YANG

;(/ TIDAK WAJIB®

£ XDILAPORKANX

Hadiah, apresiasi atau
penghargaan, yang
diikuti dengan biaya
sendiri, seperti kejuaraan,
perlombaan /kompetisi

Hadiah tidak dalam bentuk uang

atau alat tukar lainnya, yang
dimaksudkan sebagai alat promosi

atau sosialisasi yang menggunakan
logo atau pesan sosialisasi, y
sepanjang tidak memiliki konflik y
kepentingan dan berlaku umum
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XDILAPORKANX
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Penerimaan hadiah,
beasiswa, atau
tunjangan, baik
berupa uang /barang
yang ada kaitannya
dengan peningkatan
prestasi kerja yang
diberikan oleh
Pemerintah /pihak lain
sesual peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.

N>

Penerimaan hadiah
langsung/undian,
diskon/rabat, point
rewards, atau souvenir
yang berlaku umum
tidak terkait kedinasan.




KPK . CRATIFIKAST YANG

TIDAK WAJIB®

XDILAPORKANX

Kompensasi profesi di luar kedinasan,
yang tidak terkait dengan tupoksi dari

q pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik | Kompensasi yang diterima terkait

o e dan vakmecnoner WO etatam kedinasan seper
7 pegaw honorarium, transportasi,
oy /kode etik;

akomodasi dan pembiayaan yang
telah ditetapkan dalam standar biaya
yang berlaku di instansi penerima
gratifikasi sepanjang tidak terdapat
pembiayaan ganda, tidak terdapat
benturan kepentingan, dan tidak
melanggar ketentuan yang berlaku




TIDAK WAJIB®

LKPK CRATIFIKASI YANG

XDILAPORKANX

yang

?
: atau
atau



